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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

5.1.1 Unamendable Provision Yang Bertentangan Dengan Hakikat 

Konstitusi 

Hakikat dari konstitusi selalu berbicara mengenai konklusi dari 

kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang 

mengatur mereka. Masyarakat dapat menyatakan kebutuhannya kepada 

pemerintah dan pada akhirnya kebutuhan tersebut akan dijamin oleh 

konstitusi. Tidak berhenti sampai disitu, pemerintah pun memiliki kewajiban 

untuk selalu menjamin kebutuhan masyarakat sesuai apa yang tercantum 

dalam konstitusi. Tetapi kebutuhan masyarakat tidak hanya seperti apa yang 

termaktub dalam konstitusi, melainkan juga apa yang pada saat ini terus 

berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, pemerintah 

memiliki tanggung jawab untuk terus menerus memperbaiki konstitusi sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

Tetapi tidak sedikit pula konstitusi yang mengenal unamendable 

provision atau larangan perubahan beberapa ketentuan dalam konstitusi. 

Secara umum unamendable provision melarang perubahan nilai-nilai utama 

dalam konstitusi. Di Indonesia misalkan, yang mana Pasal 37 ayat (5) UUD 

1945 melarang perubahan bentuk dan susunan negara yang diatur dalam Pasal 

1 ayat (1) UUD 1945. Namun perlu diingat bahwa hakikat dari konstitusi 

yakni hukum dasar yang mengakomodir kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, 

larangan perubahan konstitusi terhadap beberapa ketentuan dalam konstitusi 

dianggap bertentangan dengan hakikat dari konstitusi. Mengambil contoh 

dalam UUD 1945, yang mana bentuk dan susunan negara menjadi hal yang 

dilindungi dalam UUD 1945. Senyatanya bentuk dan susunan negara hanyalah 

sebatas cara yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat itu sendiri. 

Lantas ketika masyarakat sendiri yang menghendaki perubahan, senyatanya 
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tidak boleh untuk dibatasi kehendak tersebut. Hal itu kembali lagi karena 

hakikat konstitusi adalah sebagai konsensus atau kesepakatan antara 

masyarakat dan juga pemerintah. 

5.1.2 Hakikat Bentuk Dan Susunan Negara Dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 

Status Quo yang ada dalam UUD 1945 saat ini adalah Pasal 37 ayat (5) 

UUD 1945 melarang perubahan bentuk dan susunan negara yang diatur dalam 

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Jika mendalami tentang larangan perubahan 

tersebut, hal yang patut dipertanyakan adalah mengapa tentang bentuk dan 

susunan negara harus dilindungi eksistensinya dalam UUD 1945. Jika 

melacak pertimbangan sejak perumusan UUD 1945 serta perdebatan yang 

terjadi saat perumusan amandemen UUD 1945, bangunan dan susunan negara 

dirasa menjadi ketentuan yang lahir atas dasar karakteristik bangsa Indonesia. 

Tentang bentuk negara republik, dalam sidang BPUPK banyak yang 

berpendapat bahwa melihat latar belakang sejarah penjajahan, perlu untuk 

memiliki seorang pemimpin negara yang mumpuni. Mumpuni yang dimaksud 

adalah kepala negara yang memiliki hubungan batin dengan masyarakat yang 

ia pimpin. Selain dari faktor sejarah, faktor perbedaan yang kental di negara 

Indonesia pun menjadi penentu pentingnya kepala negara yang dapat 

mempersatukan masyarakat. Maka dari itu perlu dilakukan pemilihan kepala 

negara secara langsung oleh masyarakat Indonesia, yang pun selaras dengan 

ciri bentuk negara republik. 

Pembahasan tentang susunan negara kesatuan selalu berangkat dari 

karakteristik wilayah Indonesia. Semua mengetahui bahwa negara Indonesia 

adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Negara kepulauan 

(Archipelago) melahirkan konsekuensi yakni besarnya kemungkinan terjadi 

perpecahan antar wilayah. Jika setiap wilayah diberikan ruang kebebasan yang 

sangat tinggi layaknya negara serikat, maka besar tendensi ke arah perpecahan 

negara Indonesia. Disamping itu faktor keberagaman lagi-lagi menjadi 



87 

 

pengaruh terbesar kekhawatiran tersebut. Sehingga tentang susunan negara 

dirasa sangat penting dalam tatanan ketatanegaraan di Indonesia. 

Pada akhirnya, perdebatan dalam waktu tahun 1998-2002 saat 

perumusan UUD 1945 dalam amandemen, dirasa susunan dan bentuk negara 

pun harus dilindungi. Selain alasan diatas, kita harus menyadari bahwa 

terdapat alasan yuridis dari pelindungan konsep bentuk dan susunan negara 

tersebut, yakni struktur UUD 1945 sangat bergantung pada bentuk dan 

susunan negara. Jika dilakukan perubahan terhadap pasal 1 ayat (1), maka 

menjadi konsekuensi logis bahwa UUD 1945 akan mengalami perubahan 

yang sangat struktural. 

    

5.2 SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, saat ini eksistensi unamendable provision 

dalam pasal 37 ayat (5) UUD 1945 dirasa bertentangan dengan hakikat konstitusi. 

Atas dasar itulah, penulis memberikan beberapa saran untuk membenahi kesalahan 

konsep dalam UUD 1945 terkait tata cara perubahan UUD 1945 untuk merubah 

ketentuan unamendable provision sebagai berikut: 

Pertama, perlu diingat bahwa Pasal 37 ayat (5) juga merupaka objek perubahan 

konstitusi. Hal tersebut didasarkan pada penafsiran sistematis dari UUD 1945. BAB 

XVI UUD 1945 yang berjudul “PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR” 

mengatur tentang tata cara perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945 (terkecuali bagian 

pasal 1 ayat (1)). Selanjutnya jika kita melihat pada Pasal II Aturan Tambahan UUD 

1945 menyatakan bahwa “… Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.” Pasal tersebut harus dimaknai 

bahwa pasal 37 ayat (5) UUD 1945 merupakan bagian dari UUD 1945 yang pun 

menjadi objek perubahan dan tidak dilarang perubahannya dalam BAB XVI UUD 

1945. Maka dari itu cara yang harus dilakukan pertamakali adalah untuk melakukan 

amandemen terhadap pasal 37 ayat (5) UUD 1945 terlebih dahulu. Jika pasal tersebut 
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telah diubah, maka secara logika tidak terdapat lagi larangan amandemen pasal 

tertentu dalam UUD 1945. 
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